[image: image1.wmf]M

A

J

A

 

L

A

B

O

 

D

A

H

U


PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR  6  TAHUN 2006
TENTANG 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang 
: 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 
Mengingat    
:  1.
Undang - undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 



2.
Undang - undang RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);

3.
Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
4. 
Undang - undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);  

5. Undang - undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

6. Undang - undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang - undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8.
Undang - undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513).
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Dan

WALIKOTA BIMA
M E MU T U S K A N

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
B A B   I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Bima.

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima.

5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima. 

6. Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan peserta Pemilu. 
7. Bantuan Kepada partai politik adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal  2

(1) Untuk membantu keuangan administarsi dan / atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik. 
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum Tahun 2004.
(3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.
BAB III 

BANTUAN KEUANGAN

Pasal  3

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam                       pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum.
(2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal  4
(1) Pengajuan bantuan keuangan tingkat Kota Bima disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah partai politik di tingkat Kota Bima atau sebutan lain yang sah kepada Walikota.

(2) Pegajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya yang sah. 

(3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bima.
Pasal 5
(1)
Pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik di Kota Bima, disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di tingkat Kota, ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :

a. 
Surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat Kota Bima yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP partai politik atau sebutan lainnya.

b. 
Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang.

c. 
Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota.

d.
Surat keterangan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang – undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik. 

(2)
Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Bima atau sebutan lainnya. 
BAB V
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN

ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 6

(1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administarsi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kota Bima dilakukan oleh Tim penelitian dan pemeriksaaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat Kota Bima.

(2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kota Bima diketuai Kepala Badan / Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainya dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kota BIma dan unsur Sekretariat Daerah.

(3) Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima.

(4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bima.      
Pasal 7

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.     

B A B  VI
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN 
Pasal 8
Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kota Bima dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada ketua dan bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima. 
Pasal 9 
Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dengan persyaratan administasi :

a. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPC partai politik;

b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani diatas materai oleh ketua dan bendahara DPC partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.

Pasal 10

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
B A B VII
LAPORAN PENGGUNAAN 
BANTUAN KEUANGAN 
Pasal 11
Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik ditingkat Kota Bima disampaikan kepada Walikota setelah diaudit berdasarkan Peraturan                    Perundang – undangan yang berlaku. 
B A B  VIII
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 12
(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala produk hukum daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.
Disahkan di   Raba Bima

Pada tanggal   20 Maret  2006
WALIKOTA  BIMA,

M. NUR  A. LATIF
Diundangkan di Raba Bima
Pada tanggal   20 Maret  2006

SEKRETARIS DAERAH,

    Drs. MARYONO NASIMAN
  Pembina Utama Muda ( IV/c )
      Nip. 010 078 253

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2006 NOMOR  6
P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR  6  2006
T E N T A N G

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penegakkan supremasi hukum dan perumusan penyusunan kebijakan Negara setiap warga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam perumusan kebijakan Negara. Hal ini sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan melalui partai politik, mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi dalam lingkup daerah Kota Bima. Maka dari itu Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, bertujuan untuk membantu kelancaran administarsi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapat kursi di lembaga perwakilan rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  s/d  13
:  Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 6
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